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PUTUSAN
Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Plh

PSS 1o S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
atas perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, sebagai "Pemohon”,
melawan
TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, Sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik
Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 03 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pelaihari dengan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 03 Mei 2016,
telah mengajukan hal-hal yang pada pokonya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga
Termohon di KABUPATEN TANAH LAUT.

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dalam usia 37 dan
Tergugat berstatus jejaka, wali nikah ayah kandung Termohon bernama
Sowono dan dinikahkan oleh Ayah Kandung Termohon yang bernama
Sowono dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Toto dan Sateni

dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas
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kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar

Tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula
Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama
Novika Norhalipah, umur 15 tahun;

6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan
laki-laki tersebut saling berjalan bersama yang diketahui Pemohon dari
kabar teman-teman Pemohon;

b. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon,
yang penggunaan uangnya tidak diketahui untuk apa bahkan Pemohon
yang kemudian membayar sebagian hutang-hutang Termohon tersebut
karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar
menagih kepada Pemohon;

c. Termohon kadang tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya,
Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah
tangga;

7. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering
membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sekitar
tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin

pergi bekerja untuk bisa melunasi utang-utang Termohon, akan tetapi ternyata
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sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah lagi pulang dan
memberi kabar kepada Pemohon, semenjak itu sudah 4 tahun lamanya
hingga sekarang. Selama itu pula Termohon sudah tidak memperdulikan
Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat
Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
KABUPATEN TANAH LAUT dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan
karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh
karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan
penetapan pengesahan nikah;

10.Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan,
sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXX tanggal 19 Nopember
2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan
dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor
08/KUA.17.11.1/PW.01/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT, yang bermeterai cukup,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis
diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanggal 6
September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi
tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah
dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1

Januari 2000;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Sowono (ayah kandung Termohon),
saksi nikahnya masing adalah Toto dan Sateni, dengan mas kawinnya

berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
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Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan
Termohon berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan
mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang
bernama Novika Norhalipah, umur 15 tahun;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat
tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya dan pisahnya karena
Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa penyebab ketikdakharmonisan yang lainnya Termohon berselingkuh
dengan laki-laki lain yang bernama Ikram;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi
Pemohon sampai saat ini tidak tahu dimana keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai, karena

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk

didamaikan;

2. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat
tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 1
Januari 2000 dengan wali nikahnya Sowono (ayah kandung Termohon),
saksi nikahnya masing adalah Toto dan Sateni, dengan mas kawinnya
berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
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- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan
Termohon berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan
mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat
tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya dan pisahnya karena
Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan
Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi
Pemohon sampai saat ini tidak tahu dimana keberadaan Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai, karena
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk
didamaikan;

Menimbang, bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak mengajukan
sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk
menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
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Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil
untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap
dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun
telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus
dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus
dengan verstek;
Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak yang
dikumulasikan dengan Isbat Nikah adalah sebagai berikut:
= Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada 01 Januari
2000, menurut agama Islam di rumah keluarga Termohon di Desa Trans Batu
Tungku Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Pada saat
pernikahan wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama Sowono dan
saksi nikah masing-masing bernama Toto dan Sateni dengan mas kawin
berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;

= Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun-rukun
saja, namun sejak kurang lebih sejak tahun 2010 antara Pemohon dan
Termohon terus-menerus terjadi perselisihan disebabkan antara lain:
Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon berhutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon kadang tidak
memperhatikan Pemohon dan anaknya, Termohon lebih mementingkan diri
sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a telah memberikan jalan keluar bagi yang
melaksanakan perkawinan dan tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah,
dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat
tertentu, diantaranya pengajuan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan terkait dengan kumulasi
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gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah ini terdapat hubungan yang erat
(innerlijke samenhangen), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
1652 K/Sip/1975, tanggal 22 September 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 575 K/Sip/1983, tanggal 20 Juni 1984, maka penggabungan perkara dapat
dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi
cerai talak dan itsbat nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar
bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah,
Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama
Mabhrufi bin Jarading dan Budi Rahman bin R. Briarto, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil
saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan
mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa
Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa
Trans Batu Tungku Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dengan wali
nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Sowono serta dihadiri saksi
nikahnya masing-masing bernama Toto dan Sateni dengan mas kawin berupa
uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Ketika menikah Pemohon
berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti
antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan
semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi
perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas,
ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai

ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum
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Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka
majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon
tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga
Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon sering berhutang
tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-
laki lain, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang
bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab
Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

L adiy gl (g M1 slall @ lacal s (3 DUl o Ui o DL L) 8
YooY oz o Oe bosa dagll) A maal G gha Y
adlaal) @ 138 5 2 e gall Gadly a3l sl e oSy Gl e Lina ) el
Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan
hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suamifisteri dengan penjara yang
berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan’.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah
Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

pale aven &) & 33l ga 3 o)
Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk
dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan
perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana
maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
(huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f
Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di
Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan sah perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang
dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2000 di Desa Trans Batu Tungku
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
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4. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Zam Zami bin H. Akhmad
Syinwani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nining Indah
Purwati binti Sowono) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 371.000.00 ( tiga ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Zulhiah 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. ST.
Masyhadiah D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai
Ketua Majelis, Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.l. dan Fattahurridlo Al Ghany,
S.H.l, M.S.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Gazali, S.H. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I. Dra. Hj. ST. Masyhadiah D, M.H.
Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Gazali, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran " Rp 30.000,00
2. Biaya Proses . Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Redaksi . Rp 5.000,00
5. Materai . Rp 6.000,00 .

Jumlah Rp 371.000,00

Hal. 12 dari 12 Halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



